BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981
Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3259);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl999Nomorl81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 2).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 9), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Masa pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

a. Masa pajak regular adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
kalender kecuali ditentukan lain;

b. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah, Ayat (3) huruf a, huruf b diubah, ayat
(4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai
Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

(3) Dalam penghitungan kewajiban pajak daerah oleh Wajib Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan :
a. Harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan
logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga standar;dan
b. Harga standar mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral
bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga
patokan.

(4) Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk masing-masing komoditas tambang ditetapkan oleh
Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Diubah, Ayat (3) Diubah, Ayat (4 dihapus, Ayat
(7) Diubah, Ayat (8) Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPD atau pembayaran secara online melalui aplikasi
Pajak online.

(2) Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak Mineral Bukan Logam
dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.



3)

(4)

SSPD vyang telah divalidasi Bank, harus disertai lampiran dokumen
berupa;

a. Rekap Laporan Invoice Penjualan;
b. Rekap Laporan Surveyor; dan
c. Rekap Laporan Manifest dilaporan setiap bulan.

Dihapus

(5) Atas permohonan wajib pajak, pejabat menerbitkan Surat Keterangan

(6)

(7)

(8)
(9)

(1)

@)

©)

(4)

©)

Pembayaran secara bulanan sebagai salah satu dokumen yang wajib
dilampirkan dalam setiap keberangkatan Kapal yang membawa Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pada kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BAPENDA atau Bank
lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada hari libur dapat
disetorkan hari kerja berikutnya dengan menerbitkan surat keterangan
tunda bayar.

Dihapus

Apabila pembayaran masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib
Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, wajib mengisi
SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke BAPENDA.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling
lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai
lampiran dokumen berupa:
a. Granit

1. Laporan (Blusting);

2. Laporan Stok File; dan

3. Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) Tahunan.

b. Pasir dan Tanah Urug

1. Laporan Surveyor;
Invoice;
Manifest;
Rekap Invoice Penjualan;
Rekap Laporan Surveyor,;
Surat Perjanjian Kerja;dan
7. Data Penjualan Sebelumnya.

ok~ wn

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur atau
hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh
pada hari kerja berikutnya.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.



(6) Selain menyampaikan SPTPD dengan cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD secara
elektronik dengan menggunakan Elektronik Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (E-SPTPD).

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (5), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPTPD secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 6 (bulan) terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KARIMUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 68



